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ABSTRAK 

Nama   : AKBAR MAULANA YASNI 

NIM   : 202010110311137 

Judul   : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

    PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KOTA KUTAI  

    KARTANEGARA (STUDI KASUS  POLRES KUTAI  

    KARTANEGARA) 

Pembimbing : 1. Nu’man Aunuh,S.H., M.Hum  

                2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H 

Aktivitas pertambangan tanpa izin (illegal mining) di Kabupaten Kutai 

Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun telah ada 

regulasi yang mengaturnya secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menganalisis upaya 

yang dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara dalam menindak aktivitas tambang 

ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Sosiologis,melalui wawancara 

dan studi dokumentasi di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan aparat kepolisian telah 

melakukan penindakan, efektivitas penegakan hukum belum optimal. Hal ini 

disebabkan oleh sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, 

minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 

Selain itu, budaya lokal dan faktor ekonomi juga memengaruhi tingginya angka 

partisipasi masyarakat dalam pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan 

sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menekan 

angka pelanggaran tambang ilegal serta mendorong tata kelola pertambangan yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin, Kutai Kartanegara. 
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ABSTRACT 

Nama   : AKBAR MAULANA YASNI 

NIM   : 202010110311137 

Judul   : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

    PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KOTA KUTAI  

    KARTANEGARA (STUDI KASUS  POLRES KUTAI  

    KARTANEGARA) 

MENTOR : 1. Nu’man Aunuh,S.H., M.Hum  

                2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H 

Illegal mining activities in Kutai Kartanegara Regency have continued to 

increase annually, despite the existence of clear legal frameworks such as Law 

Number 3 of 2020, which amends Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and 

Coal Mining. This research aims to examine the effectiveness of law enforcement 

against illegal mining practices, identify influencing factors, and analyze the efforts 

undertaken by the Kutai Kartanegara Police Department in handling such activities. 

This research uses a sociological juridical method, utilizing interviews and 

document studies within the jurisdiction of the Kutai Kartanegara Police. The 

findings indicate that although regulations are in place and law enforcement actions 

have been taken, the overall effectiveness remains suboptimal. Key challenges 

include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low 

public legal awareness. Moreover, local cultural values and economic dependency 

also influence the community's participation in illegal mining. Therefore, strong 

collaboration among the government, law enforcement agencies, and the public is 

essential to suppress illegal mining practices and promote sustainable and equitable 

resource governance. 
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